DIALEKTIKA PUBLIK
ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218

= i
)UPB
Y / i
\\ __,"/

Universitas Putera Balam

urnal dapat diakses di http:/ /ejournal.upbatam.ac.id /index.php/ dialektikapublik

Tinjauan Terhadap E-Procurement Di Indonesia

Etika Khairina® , Timbul Dompak?

Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022
Revisi Akhir: 15 Februari 2022
Diterbitkan Online: 28 Februari 2022
KEYWORDS

The purpose of this study is to see/review how the implementation of the
procurement of Public Goods Electronically (E-Procurement) considers E-
procurement as an instrument that can prevent corruption in the budget for
procurement of goods and services in terms of regulatory policies and
leadership related to institutions. The type of research used in this research is
narrative with a qualitative approach. The results of this study indicate that

regulations still have weaknesses. Various regulations at the institutional and
government levels often lead to different implementations. Actors who do not
have different interests in the field have weak interpretations so that leadership

tends to be intervened by several parties, thus triggering institutions.
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1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama berbagai negara termausk
Indonesia sampai saat ini ialah Korupsi. Banyak kasus korupsi
yang terjadi di institusi pemerintah Indonesia salah satunya
dalam Sekor pengadaan Barang dan Jasa, Berdasarkan data
Indonesia Procurement Watch yang ditangani oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70% kasus korupsi
berasal dari Pengadaan Barang/Jasa. Menurut ( Cahyadi, 2019)
Pengadaan barang/jasa yang banyak dimanfaatkan oleh
beberapa oknum dan menjadi celah praktek korupsi. pengadaan
secara konvensional atau manual menjadi celah yang selalu
dapat dimanfaatkan. menurut (Artantri et al., 2016) kurangnya
transparansi dan efisiensi menjadi kelemahan dalam pengadaan
secara konvensional, karna adanya kesempatan yang
dimanfaatkan dari pertemuan langsung antara pemerintah dan
penyedia, dari segi biaya dan waktu kurang efisien berpotensi
menimbulkan berbagai praktek penyimpangan (Sutriatmoko et
al., 2015). Praktek penyelewengan dalam sektor Pengadaan
Barang/jasa adalah masalah serius yang selalu di hadapi
Indonesia, Jumlah praktek penyelewengan tersebut dari Tahun
2016 sampai Tahun 2021 Berdasarkan data KPK Kasus Korupsi
dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada Grafik
dibawah ini.
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Grafikl. Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan Barang
dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun
2016 terus mengalami peningkayan jumlah penyelewengan,
namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak
Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah
orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam
satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan
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grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan.
Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun
2016 terus mengalami peningkayan jumlah penyelewengan,
namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak
Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah
orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam
satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan
grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan.
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan
Barang dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penyelewengan
tertinggidari tahun 2016 sampai Pada 2021 berada di Instansi
Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten/Pemrintah
Kota. Hal ini tentu selaras dengan diberlakukannya
desentralisasi disetiap daerah. Bersamaandengan hal itu, maka
Pengadaan barang dan jasa publik diserahkan kepada masing-
masing daerah, untuk itu tindak penyelewengan semakin mudah
dioperasikan karna adanya hubungan diantara masing-masing
penyelenggara.Praktek Penyimpangan tersebut menyebabkan
pemerosotan dan kerugian pada proses pelayanan publik
sehingga harus dilakukan langkah preventif untuk meminimalisi
bahkan menghilangkan berbagai kecurangan. Salah satu cara
untuk  mencegah praktek Korupsi sebagai tindakan
penyelewengan yang berdampak kerugian besar bagi pemerintah
dan masyarakat ialah penggunaan/pemanfaatan Teknologi
Informasi dan komunikasi (TI1K).

Kemajuan  Informasi ~ Komunikasi ~ Teknologi
disepakati menjadi salah satu solusi dari kecurangan dan
kerumitan dalam kasus pelayanan publik termasuk dalam
pengadaan barang/jasa publik sehingga implementasinya dapat
dilakukan sebagaimana mestinya. Pengadaan Barang dan Jasa
dengan bantuan TIK dikenal dengan istilah E-Procuremnet. E-
procurement dapat diartikan sebuah aplikasi berbasis website
dalam pengadaan barang dan jasa (Arsyad et al., 2016). Dalam
aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh proses lelang
mulai dari pegumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai
pada pengumuman pemenang pelelangan secara online melalui
laman LPSE.

Pemerintahan di negara-negara maju sudah lebih awal
memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi untuk
mencari solusi dan meminimalisir kesalahan dan kecurangan
yang terjadi dari masalah yang di hadapi (Anderson et al., 2018),
meskipun Pemerintahan disetiap negara mempunyai masalah
dan kesulitan yang berbeda. Pada 30 September 2020 Korea
telah lebih dulu meluncurkan Sistem pengadaan secara
Elektronik di pemerintah pusat negara tersebut. Pada Tahun
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2003 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Korea
sebagai Praktek Administrasi Publik terbaik. Pemerintah Korea
memperkenalkan Government E-Procuremnet Systems (GEPS),
sebagai instrumen GePS meningkatkan layanan pengadaan
dengan mengurangi dokumen dan birokrasi, memperluas
jangkauan pemilihan komoditas, dan menstandarkan layanan.
GEPS juga merupakan situs portal yang menyediakan informasi
tentang pengadaan publik dan juga penyedia layanan aplikasi
pengadaan publik. Dukungan seluruh pemerintah, termasuk
president sangat berperan penting dalam mengaplikasikan GEPS
di korea selatan (Kim, 2019).

Tulisan ini penting dikaji terutama bagi Indonesia
untuk mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Di
Indonesia E-Procuremnet mulai diperkenalkan pada Tahun
2008, pemerintah Indonesia memperkenalkan INAPROC sebuah
website resmi untuk mengirimkan pengadaan barang/jasa secara
elektronik. Sampai saat ini hanya sebagian kecil penelitian
Indonesia telah dilakukan tentang pengadaan barang/jasa secara
elektronik. (Wibowo et al.,, 2018) menemukan bahwa
implementasi e-procurement di Kota Yogyakarta pada tahun
2009 terlihat tetapi tidak akuntabel. (Nugroho et al., 2021)
bahwa dalam implementasi pengadaan secara Electronik terjadi
perbedaan pemahaman/persepsi antara penyedia barang/jasa
(Tender) sebagai pihak swasta dan Pemerintah sebagai Panitia.
Pernyataan lain disampaikan (Nani & Ali, 2020) dalam
penelitiannya, menemukan bahwa dalam membuat keputusan
pengadaan, manajer pengadaan sering mendapat intimidasi dari
para politisi, dan tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif,
para pejabat cenderung melibatkan beberapa preferensi pribadi,
yang berasal dari minat utama mereka, prospek Karier, kontak
sosial, hadiah uang, atau sekadar keengganan untuk berusaha.

Berbagai literatur diatas tidak membahas strategi e-
procurement yang berfokus pada pengadaan operasional dan
tidak membahas pengambilan keputusan pengadaan strategis.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa korupsi dalam hal
pengadaan barang dan jasa di Indonesia dimulai dari
perencanaan melalui aktuasi yang dilakukan oleh politisi apalagi
sistem desentralisasi memberikan kuasa pada daerah untuk
melakukan penyelenggaraan di masing-masing daerah.Meskipun
e-procurement telah dilakukan tetap memiliki peluang untuk
korupsi dalam proses perencanaan. Untuk itu Tulisan ini
bertujuan untuk melihat atau meninjau kembali manajemen,
perancanaan strategis pada E-Procurement, yang akan berfokus
pada kebijakan /peraturan, kelembagaan/organisasi sistem
pengadaan barang/jasa elektronik di Indonesia. Keberhasilan
negara maju dalam memanfaatkan TIK, dukungan pemerintah
dan Infrastruktur dalam berbagai sektor seperti Korea dapat
menjadi contoh bagi Indonesia.

2. LITERATUR REVIEW

Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan negara pada
dasarnya adalah untuk mendapatkan nilai terbaik atas dana yang
sebagian berasal dari masyarakat (Bodunrin, 2016). Pengadaan
barang /jasa merupakan kegiatan penting dalam pembangunan
untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan ekonomi
(Salim et al., 2016), ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai
perpanjang tangan dari LKPP harus dapat
mempertanggungjawabkan pengadaan barang/ jasa dalam aspek
administrasi, teknis,dan keuangan (Majampoh et al., 2018).
Keberhasilan implementasi e-procurement dapat di ukur dan
dilihat dari kualitas informasi (hidayat, 2015) kualitas sistem
(karim & lasena, 2017) kualitas layanan (novitaningrum, 2014),
penggunaan  sistem,(muhtar, 2015). Fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi dala e-procurement yang meliputi
budgeting, tedering dan pelelangan umum secara elektronik
yang diselenggarakan oleh (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) LPSE (hazelkorn & gibson, 2019; jasa, 2016;
volume, 2019).
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E-Procurement sector publik mempunyai kesamaan
dengan system swasta (Andriana, 2021) pertama mencoba
menemukan barang/jasa yang dibutuhkan dengan harga murah
dan dapat di terima dalam kata lain spesifikasi dan kualitasnya
dapat diterima publik. Namun, pada prakteknya terdapat
perbedaan tingkat kesulitan pengadaan barang publik / jasa
publik lebih rumit dibandingkan dengan swasta (Chen et al.,
2021)Bash, 2015) dengan memanfaatkan internet dan jaringan
(Lita Juniani Majampoh et al., 2018) melalui sistem ini proses
pengadaan barang / jasa akan dilakukan secara online untuk
perbaikan transparansi dan akuntabilitas (Goleman, Daniel;
Boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

E-procurement sebagai inovasi dalam pengadaan
barang/jasa (Mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan
hingga penyelesaian akhir) berupaya untuk mencegah
penyelewengan dan praktek KKN pada pengadaan barang/jasa
(Sularso & Astogini, 2015). koordinasi lintas sektoral antara
pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan
untuk mendukung peran e-procurement dalam upaya
meminimalisir praktek korupsi pada pengadaan barang/jasa,
(Artantri et al., 2016) Implementasi e-procurement ialah salah
satu opsi yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan
tata kelola dalam pengadaan barang, pekerjaan dan layanan
untuk sektor publik.

Menurut (Shakya, 2015) tata kelola dalam pengadaan
barang/jasa publik yang dimaksud ialah mengalokasikan,
akuntabilitas, komunikasi, standard dan praktek utama, dan
tanggung jawab institusional untuk pengadaan publik (Udoyono
et al., 2016) Dengan adanya e-procurement di setiap website
pemerintah (Trimurni et al., 2015) maka pemerintah telah
menerapkan Kketerbukaan informasi yang bersifat transparansi,
mengingat transparansi penting dilakukan agar masyarakat dapat
dengan mudah mengakses perubahan yang terjadi (Binti lda
Umaya, 2017) Dalam (Hidayat, 2015) meskipun kecanggihan
teknologi dan informasi juga telah dimanfaatkan dan diterapkan
dalam sektor pengadaan barang dan jasa publik namun, dalam
pemanfaatan ICT tidak menutup kemungkinan praktek
kecurangan masih mendapat celah. Format rancangan
pengembangan melalui IT yang diadopsi pemerintah dalam
pengadaan barang / jasa publik merupakan salah satu upaya
menetapkan tujuan yang efektif dan efisisen (Nathan & Scobell,
2012) sehingga pemerintah  menggunakan  pendekatan
kelembagaan untuk memeriksa unsur-unsur  pengadaan
barang/jasa publik dan pendekatan sistem untuk memeriksa
barang/jasa yang muncul (Hazelkorn & Gibson, 2019)

Literatur yang membahas tentang penerapan barang /
jasa public secara elektronik (e-procurement), termasuk
didalamnya implementasi e-procurement pada LPSE (bash,
2015; perubahan et al., 2016; purwanto, mulyadi, & anwar,
2017), peran actor-aktor dan pengaruh politic local yang terlibat
didalmya baik swasta dan pemerintah(Nurmandi, 2017), factor
yang mempengaruhi  implementasi  pengadaan  secara
konvensional dan elektronik(Setyadiharja et al., 2017), ke-
efektifan dan ke-efisisensian program, pengaruh dan dampak
terhadap penghematan APBN/APBD (Mwangi & Kagiri, 2016),
penerapan sistem e-procurement dan transaksi (e-catalogue,-e
tendering.e-pursaching)(lskandar, 2016)

(Artantri et al.,, 2016) dalam pengadaan secara
konvensional kecurangan, kejahatan seperti korupsi dalam
organisasi adalah praktek yang sering menjadi masalah besar
bagi organisasi baik di lingkungan pemerintah dan bahkan non
pemerintah, permainan ini lumrah terjadi dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah, tanpa permainan uang proyek akan
sulit didapatkan (perubahan et al., 2016). Pemerintah
mengeluarkan sejumlah uang dalam skala besar untuk
menyesuaikan prosedur atau aturan yang digunakan bermitra
dengan swasta (Wijayanti & Subowo, 2016). Pengadaan
barang/jasa secara e-procurement ialah implikasi untuk
mencegah fraud (kecurangan) (Salim et al., 2016) guna
menegaskan peran penting e-procurement sebagai inovasi dalam
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koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan
aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung e-
procurement (Sularso & Astogini, 2015)

Hal ini sejalan dengan yang disampiakan (Melani,
2020) bahwa dalam pengadaan barang publik yang mengatur
tentang pembelian barang memiliki nilai ekonomi yang tinggi,
hal ini di karenakan sistem pengadaan barang/jasa publik
merupakan program pengadaan secara berkelanjutan oleh
pemerintah  yang  bertujuan  mencapai  keseimbangan
pembangunan (ekonomi sosial dan lingkungan) (Udoyono,
2015) sehingga di Eropa total pengeluaran untuk pengadaan
barang publik berkisar dari €2400 Miliar. Nurmandi (2017)
pengadaan secara e-procurement dipengaruhi oleh proses politik
, sebagai aktor didalam e-procurement hubungan swasta, politisi
dan pemerintah sudah mempersiapkan aturan sendiri mengingat
dari masing-masing ini mempunyai tugas, fungsi juga
kepentingan yang berbeda, (goleman, daniel; boyatzis, Richard;
Mckee, 2019) menuliskan sebab itulah e-procurement sendiri
tidak lepas dari pengaruh keadaan politik di setiap daerah
(politik local), sebab anggaran lokal (APBD) banyak
dikendalikam oleh kekuatan politik.

Adanya Kkepentingan dari pihak masing-masing
menjadi salah satu faktor permasalahan dalam implementasi
kebijakan secara elektronik di lingkungan instansi pusat/daerah,
bumn/bumd, dan tempat pelayanan publik (yuwinanto, 2013)
seperti yang di sampaikan (hidayat, 2015) dalam pelaksanaan e-
procurement praktek mark-up adalah salah satu kegiatan yang
sering terjadi yaitu berkurangnya jumlah barang di setiap
daerah, jumlah barang dapat berkurang dan kuantitasnya tidak
sesuai.

Peran penting e-procurement juga sebagai upaya
untuk mencegah fraud pada pengadaan barang/jasa (Bruce,
2013) koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah
dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung
peran e-procurement dalam upaya pencegahan fraud pada
pengadaan barang/jasa (Artantri Et Al., 2016). Permasalahan
dalam implementasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kurang
dilakukan dengan cermat dan tidak sesuai kebutuhan (prasojo &
kurniawan, 2015), pengadaan barang/jasa bukan pengadaan
yang mengada-ada tetapi harus direncanakan dengan matang
dan perencanaan pengadaan secara umum  mengenai
permasalahan pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan
oleh penyedia barang/jasa tidak tepat waktu tidak dianggarkan
biaya pendukung khususnya honorarium personel organisasi
pengadaan (sutriatmoko, satibi, & puspandari, 2015), masih
ditemukan adanya indikasi mark-up dan masih adanya
pengurangan kuantitas barang (mahendra, santosa, & haryanto,
2019)  kelemahan  s-procurement  meliputi  regulasi
(Novitaningrum, 2014), Prinsip dalam pengadaan barang dan
jasa(Ansah & Normanyo, 2017),pengawasan serta tidak lain saat
implementasi (Setyadiharja & nurmandi, 2014)

Sejalan dengan itu dalam (wijaya 2013; udoyono et
al., 2016) menyebutkan bahwa pencegahan kecurangan dala
implementasi e-procurement dapat dilihat dari dua dimensi,
yang pertama fisibilitas yang menyangkut regulatif,
teknokratis,administratif ~politik,dan kebutuhan masyarakat.
Dimensi yang kedua dimensi akuntabilitas meliputi regulatif
politik dan  keuangan.Faktor-faktor  pendukung dalam
menerapkan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan
jasa diantaranya:

1. Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari
pimpinan daerah dalam menerapkan program-

program inovatif (bruce, 2013).

2. Dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas

(hidayat, 2015).

3. Dasar hukum yang kuat (yuwinanto, 2013).
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

(suryani, n.d.,2015) .
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3. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan Metode Narratif Kualitatif
dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif
ini merupakan metode yang digunakan untuk mengexplorasi dan
memahami suatu gejala sentral (Raco, 2018). Tulisan ini
menarik untuk dikaji karena keberhasilan suatu daerah
berhubungan dengan kepemimpinan kepala daerahnya. Data
yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder.
Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-
sumber lain yang dapat berupa bacaan atau literatur dan
berbagai sumber data lainnya (Raco, 2018), data sekunder dalam
tulisan ini bersumber dari publikasi Jurnal-Jurnal dan Study
serta naskah-naskah lainnya yang berhubungan dengan tulisan
ini dan media online. Tahapan menyeleksi literatur Review
diawali dari proses menyeleksi artikel dan memahami seluruh
artikel terkait yang mempunyai pokok bahasan yang sama.
Setelahnya dilakukan pemisahan bahasan dengan mengambil
benang merah yang kemudian dikembangkan menjadi bagian
baru.

Data dinalisis menggunakan langkah atau model
analisis oleh Miles and Huberman yaitu model Triangulasi.
Dalam study (Sari & Asmendri, 2018) tulisan studi pustaka
dapat dianalisi dengan model analisi triangulasi. dalam
Sugiyono, 2005:91) yaitu Reduksi Data, merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting
yang diperoleh dari study pustaka, data tersebut dirangkum, dan
diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas.
Selanjutnya Penyajian Data, penyajian data dilakukan dengan
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan
sejenisnya. Namun, dalam tulisan ini penyajian dilakukan dalam
bentuk teks naratif. Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan
dan verifikasi maka dilakukan pencarian konklusi atau
penarikan kesimpulan dari data yang telah tulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan dan Lembaga E-Procurement di Indonesia

E-Procurement sesungguhnya merupakan bagian E-
Government. Istilah E-Government mulai diperkenalkan melalui
Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 Tentang Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) membahas bahwa Kemajuan
Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik tata
kelola pemerintahan. E-Government sangat diperlukan di
Lembaga/Kementerian/Daerah untuk menerapkan praktik tata
kelola pemerintah yang terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkkan,untuk memudahkan komunikasi antara
pemerintah pusat dan daerah, disamping itu pemanfaatan
teknologi mempunyai tujuan ekonomis, untuk mendorong
penghematan diberbagai aspek pelayanan publik yang banyak
mengeluarkan budget secara manual atau konvensional.

Pemanfaatan ITC dapat menjadi solusi bagi
pemerintah  untuk  memperbaiki  kualitas Kkinerja  dan
meminimalisir  kecurangan akibat dari pertemuan dan
pendekatan langsung dalam proses pengadaan sehingga prosess
juga lebih terorganisir atau terencana karena aplikasi layanan
dalam website sudah memiliki peran dan fungsi masing-masing.
Setiap penyelenggara baik instansi pusat atau daerah,BUMN tau
BUMD memiliki layanan aplikasi yang berbeda. Oleh karena itu
E-government dipercaya mampu mendukung penyelenggaraan
pemerintah berdasarkan prinsip Good Governance.

Secara umum pengadaan barang publik berbasis
website yang dikenal dengan istilah E-Procurement ditujukan
untuk memudahkan aktivitas pemerintah dalam pelayanan dan
meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi dari
konsep pengadaan secara konvensional. Lembaga Pengadaan
secara Nasional ialah Lembaga yang bertanggungjawab atas
Etika Khairina
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Pengoperasian E-Procurement ialah Lembaga Kebijakan
Pengadaan  Publik (LKPP) adalah lembaga yang
bertanggungjawab dalam pengadaan barang/jasa publik, Kajian
(Benitha, 2019) tentang format hukum menyebutkan bahwa
berdasarkan Perpres No. 54 — 2010, bahwa Lembaga Pengadaan
Nasional (LKKP) merupakan satu-satunya lembaga non
departemen di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk
menyempurnakan dan merumuskan kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Kemudian LKPP membentuk Unit Layanan Publik
(ULP), ULP adalah unit organisasi pemerintah yang Akibatnya,
implementasi regulasi menjadi kurang kuat. Kedua, banyak
hukum institusi (polisi dan kejaksaan) memiliki interpretasi
yang berbeda di lapangan.Unit layanan tersebut membentuk lagi
Lembaga yang menangani membentuk Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) disinilah beberapa proyek atau Tender
pengadaan ditampilkan dan ditawarkan kepada swasta sebagai
mitra pemerintah. Berdasarkan peraturan LKPP No 6 Tahun
2016 Tentang katalog elektronik Apliaksi e-procurement
didukung oleh beberapa bentuk komunikasi secara elektronik.
yang meliputi: E-Tendering, E-Catalogue dan E-Pursaching,
namun masing-masing pengguna atau Layanan Secara
Elektronik (LPSE) mempunyai fitur layanan dan tamplilan yang
berbeda.

Sampai saat ini telah terjadi peningkatan Jumlah E-
Procurement. Berdasarkan data INAPROC telah terjadi
peningkatan penyedia, Pada tahun 2008- 2012 jumlah penyedia
sistem meningkat dari 11 menjadi 491, dan sampai saat ini 2022
jumlah penyedia berjumlah 1.169 penyedia. Pada Tahun 2012
cakupan provinsi berjumlah 33 Provinsi dan sampai saat ini
semua Pemerintahan Kota/Kabupaten, telah menyediakan
layanan ini yang disebut dengan istilah Layanan Pengadaan
Secara Electronik (LPSE) dapat dilihat pada Gambar 1.1. Tren
ini juga diikuti oleh jumlah tender yang dikeluarkan melalui E-
Procurement, dan berdasarkan Data INAPROC saat ini (2022)
total berjumlah 36.097.

Sumber: Inaproc
Gambar 1. Sebaran LPSE di Indonesia.

Setiap kebijakan tidak lepas dari peraturan atau regulasi yang
mengikatnya. Pemerintah mengatur pengadaan barang publik
secara elektronik (E-Procurement) dalam Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun
2018. Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 Setiap
kementerian, lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah
dapat membentuk Layanan Pengadaan secara mandiri, Unit
yang terpisah dari unit organisasi yang membuat anggaran.
Fungsi pemisahan ini bertujuan untuk menghindari kolusi dan
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otonomi proses pengadaan. Setiap Institusi yang disebut ULP
(Unit Pelayanan Pengadaan) dibentuk berdasarkan Keputusan
Menteri atau Kepala Lembaga Non Kementerian dan Kepala
Daerah.

Pengaturan regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Telah
Banyak Mengalami Pergantian, Keputusan Presiden No. 80
Tahun 2003, telah diubah sebanyak tiga kali pada tahun 2007
dan revisi akhir dilakukan pada tahun 2010, kemudian terjadi
perubahan menjadi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.
Beberapa perubahan mendasar dari peraturan 2007 adalah

Persiapan pengadaan barang/jasa.
Penetapan sasaran penyelenggara
Penyususn rencana kegiatan.
Penyusun jadwal pelaksanaan.
Penyusun Rancangan Anggaran.

agrwdE

Sementara itu dalam (Pradana & Nurmandi, 2019)
fase pengadaan dibagi menjadi tiga tahap yang pertama: Tahap
persiapan. Pada tahap ini mencakup beberapa kegiatan.

1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa.

2. Pembentukan komite sistem pengadaan barang dan
jasa.

3. Penyusunan jadwal untuk pengadaan barang dan jasa
layanan.

4. Penyusunan perkiraan harga sendiri.

Kedua: penyusunan dokumen untuk pengadaan barang
dan jasa. Ketiga, Proses pengadaan. Pada tahap ini acara
tersebut yaitu:

1. Memilihan penyedia barang dan jasa.
2. Menentuan pemasok barang dan jasa
3. Menyusunan kontrak.

4. Tahap implementasi kontrak.

Namun demikian seperti banyak ditemui fenomena
peraturan presiden memiliki banyak kelemahan dalam hal
mengatur pengadaan barang dan jasa. Peraturan yang beragam
ditingkat lembaga dan pemerintahan sering menyebabkan
kebingungan, sistem pelaksanaan pengadaan barang sering
terbatas dengan anggaran terutama di daerah, kurangnya respon
atas Kkeikutsertaan massayarakat dalam proses pengadaan,
sehingga regulasi yang mengatur sering dinilai kurang kuat.
Selanjutnya lembaga hukum kepolisisan dan kejaksaan ketika
dilapanganmemiliki interpretasi yang berbeda. Lembaga hukum
kerap kali menjadi tekanan kuat dan terlibat konflik kepentingan
karena sering terllibat diluar batas Tugas Fungsi Pokoknya,
sehingga dinilai tidak mengayomi regulasi yang mengatur.
Fenomena tersebut juga dialami oleh negara lain seperti yang
disampaikan (Bhadaoria & Karande, 2020) melakukan studi
yang sama di India dan menemukan bahwa kurangnya hukum
pengadaan hukum nasional telah memungkinkan interpretasi
yang terlalu fleksibel dari kebijakan pemerintah oleh pejabat
melakukan kecurangan untuk merusak proses pengadaan publik.

Kelembagaan Dalam E-Procurement

Selanjutnya bagaimana hubungan kelembagaan dalam
E-Procurement? Mengenai hubungan antara presiden dan Badan
Pengadaan Secara Nasional (LKPP) dilembaga kementerian,
seperti yang disampaikan (Utama, 2018) mengatakan bahwa
hubungan Presiden dan lembaga tersebut berbentuk baris
perintah. Tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa di K/L/D/I dilakukan oleh ULP. Manfaat penerapan
e-procurement dapat melahirkan persaingan yang sehat dan
personil yang terlibat dapat dikurangi sehingga kinerja para
aktor dapat diukur. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk
melakukan pengadaan sendiri, dan Melihat institusi yang terlibat
dalam pengadaan, wajar jika dikatakan bahwa fragmentasi dan
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desentralisasi pengadaan kelembagaan terjadi. Berikut gambar
yang dapat menunjukkan sistem pengadaan barang Publik

Pembuat Kebijakan dan
management (pemerintah)

BN
Otorisasi dan alokasi Regulasi

L]

FUngsi sistem
Pengadlaan

Feedback

Sumber: (Pradana & Nurmandi, 2019)
Gambar 2. Sistem pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan gambar diatas pemerintah sebagai pihak yang
berwenang membuat kebijakan dan mengatur jalannya
pengadaan barang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, yang
bertugas untuk melengkapi dan menambhakna kebijakan yang
berbentuk hukum dan prosedur barang/jasa melalui perintah
eksekutif. Pemerintah disini mempunyai otorisasi untuk
menentukan anggaran (Aloksi) dalam setiap pengadaan.
Eksekutif, Legislatif juga berperan mempertahankan kebijakan
agar prosedur dalam pengadaan dapat dijalankan sesuai regulasi,
kemudian pemerintah juga berhak memutuskan apakah dalam
pemenuhan kebutuhan barang/jasa diberikan kepada pihak
ketiga (swasta).

Selanjutnya dalam pengadaan dibutuhkan Regulasi
yang kuat hal ini sejalan dengan penyampaian (Sompotan et al.,
2021) dalam sistem E-Procurement regulasi yang kuat bertujuan
untuk meminimalisir kekuasaan yang melampaui batas wajar.
Regulasi ini juga untuk mengatur kebijakan dan manajemen
oleh pemerintah. Dalam sistem pengadaan pemerintah berkuasa
untuk memutuskan apakah sistem pengadaan diberikan kepada
pihak ketiga atau tidak namun sesuai dengan regulasi yang
mengatur, semua kegiatan dalamsistem pengadaan saling
berkaitan satu sama lain, sehingga keberhasilan dalam sistem
pengadaan juga di tentukan oleh Umpan balik dari masing-
masing pihak yang teribat. Pengaturan kelembagaan dapat
dimanfaatkan positif dan negatif, positifnya kelembagaan dapat
diatur sedemikian rupa untuk membatasi peluang korupsi, dan
sebaliknya negatifnya kelembagaan dapat membuka peluang
terjadinya penyelewengandengan diuntungkannya beberapa
pihak.

Berbagai kasus ditemukan di beberapa pemerintah
daerah bahwa banyak barang dan jasa panitia pengadaan
mengundurkan diri dari posisi mereka karena seringnya konflik
kepentingan dan tekanan kuat dari lingkungan internal dan
eksternal di proses pengadaan, seperti baru-baru ini Kasus
Bupati Langkat ydan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang
dipanggil KPK (Kompas.com,2 Februari 2022), Ketua DPRD
Kota Bekasi dipanggil KPK terkait Gratifikasi dalam Pengadaan
Barang Publik (Merdeka.com 9 Februari 2022). Di Indonesia
jumlah dan jenis pemangku kepentingan menjadi lebih
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kompleks sebagai akibat dari struktur pemerintahannya yang
terdesentralisasi. Menurut (Christia & Ispriyarso, 2019)
pendekatan desentralisasi seharusnya dapat mempertahankan
fleksibilitas dan otoritas kepala daerah, seperti memberikan
arahan yang cukup tentang tujuan yang akan dicapai bersama,
dan memaksimalkan keuntungan dari keseluruhan pihak yang
terlibat didaerah.

Merujuk dari pernyataan tersebut disinilah pentingnya
peran kepemimpinan dalam pengadaan secara -elektronik.
Kepemimpinan adalah faktor kunci yang mendukung
pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik dan akibatnya
menawarkan langkah preventif dan yang hati-hati tentang
kegiatan/program pengadaan.dalam pelaksanaan pengadaan
barang publik, pemerintah tidak lepas dari pihak swasta sebagai
partner disinilah kepala daerah bisa memainkan peran
kepemimpinannya dengan leluasa. berdasarkan penerapan
sejumlah kota atau kementerian, instansi,yang menerapkan
system tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama dalam
upaya pelayanan berbasis Web, disamping menciptakan
persaingan yang sehat dan menghemat biaya. interaksi
pemerintah sebagai paniti sekaligus pengguna dan swasta
sebagai pelaku bisnis dan penyedia dapat di gambarkan seperti
dibawah ini

Penyedia

(Swasta)

Gambar 3. Interaksi aktor dalamE-procurement

Pihak swasta sebagai pelaku bisnis dan penyedia dalam
implementasinya dan masing-masing mempunyai peran dan
urutan proses dalam penerapannya namun selalu saling
berkaitan meskipun ada hubungan secara langsung dan tidak
langsung dalam proses pengadaan dengan aplikasi, dan tidak
langsung karna tidak ada interaksi langsung/pertemuan antara
pemerintah/instansi dengan pelaku usaha.

5. SIMPULAN

Istilah E-Government yang diperkenalkan melalui
Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) ITC dapat menjadi solusi bagi pemerintah
untuk meningkatkan kualitas kinerja dan meminimalisir
kecurangan akibat pertemuan dan pendekatan langsung di proses
pengadaan Barang Publik. Peraturan Presiden memiliki banyak
kelemahan dalam mengatur pengadaan barang dan jasa.
Berbagai regulasi di tingkat institusi dan pemerintahan
seringkali  menimbulkan  kerancuan. Sistem pengadaan
seringkali terkendala anggaran, terutama di daerah. Penafsiran
yang terlalu fleksibel atas kebijakan pemerintah oleh pejabat
yang melakukan penipuan dapat merusak proses pengadaan
publik.

Penerapan  e-procurement dapat  menimbulkan
persaingan yang sehat dan personel yang terlibat sehingga
kinerja para pelaku dapat diukur. Setiap daerah memiliki tugas
untuk melakukan pengadaannya sendiri-sendiri, dan melihat
institusi yang terlibat dalam pengadaan, dapat dikatakan bahwa
terjadi fragmentasi pengadaan dan desentralisasi. Dalam
pengadaan, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memutuskan
apakah sistem pengadaan diberikan kepada pihak ketiga atau
tidak. Penataan kelembagaan dapat dimanfaatkan secara positif
dan negatif, kelembagaan positif dapat diatur sedemikian rupa
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untuk membatasi potensi korupsi. Di sisi lain, institusi negatif
dapat membuka peluang terjadinya kecurangan.

Keberadaan kebijakan/ regulasi e-procurement pemerintah tidak
menjamin terlaksanaya pengadaan barang/jasa sebagaimana
mestinya, hal tersebut dibuktikn dengan tingakat korupsi. Untuk
memperkuat kelembagaan  pemerintah pusat harus saling
mendukung dengan pemerintah daerah, dan memberi batasan
hubungan atau kedekatan dengan pihak ketiga sebagai penyedia
barang yaitu swasta.
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